KEPUTUSAN :
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINS] BANTEN
NOMOR 355 TAHUN 2019
TENTANG
PENCESAHAN IZIN OPERASIONAL
KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

PT. BABUL UMRAH MANDIRI WISATA DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINS! BANTEN,

Mepimbang : a. bahwa untuk mslaksanakan ketentusn Pasdl & ayat (2}
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 fentang
Penyelenggardan Perjalanan Ifbadah Umrah, dipandang
prriv  mengesahkan igin  operasional Kantor Cabang
Penvelenggara Perjalanan ibadah Umrah PT. Babul Umreh
Mandir Wisata di Provins: Banten;

b. bahwa setelah dilakukan penelition admifstrasi techadap
berkas permchonan lxin  operasional nior Cabang
Penyelenggars Perjaianan Ibadah Umrah PT. Babul Umrah
Mandui Wisata di Provinsi Banten dinyvatakan 1elah
memenuhi syarat uniuk diberkan  Pengesahan  izin
Operasional sebagai Kantor Cabeagy

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daiam huruf & dan huraf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepale Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provins:
Banten tentang Pengesahan lzin Operasional Karder
Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrak PT. Babul
Umrah Mandini Wisata di Provinsi Banten:

Mengingat  : 1. Undang-lindang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan lbadah Haji {Lembaran Negara Republik
Indontesia Tahun 2008 Nomer 60, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomior 4845) sebagaimmana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2009 tentang Penetapan Pétaturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tehun 2000 lentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan lbadah Haji {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tshun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061 b

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan
. Publik (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2000

Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038),




Menetapkan
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3. Peraturar Pemerintah Nomor 7¢ Tahun i‘ﬂl% tentang
Pelaksanaan UndangUndang Republik indonesin Nomeor
13 Tahun J008 tentang Penyelenggaraan Tbadah Hajt
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2012 Nomor
180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonems
Nomor 5345);

4. Peraturan Presiden Nemor 7 Tahun 2015 trm:_mg
Organisusi  Kementerian  Negara  (lembaran  Negara
Republik {ndenesis Tahun 2015 Nomor Bl

5. Peraturan Presiden Nomor B3 Tahun 4015 tentang
© HKementerian Agama {Lembatan Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 168);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahin 2012 rentang
Organisasi dac Tata Kerja Instansi Vertikal Kementenan
Agamsa (Benta Negaras Republik indenesia Tabhun 2012
Nomor 851);

Peraguran Menteri Agana Nomor & Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Perjalanan ibadah Umrah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366

8. Keputusan Direkfur Jenderal Penyelengparaan Haji dan
Umrah Nomer 333 Tahun 2618 tentang Pedoman Tata
Cara, Persyaratan dan Pelaporan Pembuokaan Kantor
Cabang Penyslenggura Perjalanan Ibadah Urbrah;-

=]

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROUVINS! BANTEN TENTANG PENGESAHAN [ZIN
OPERABIONAL  KANTOR  CABANG PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH PT, BABUL UMBAH MANDIRI
WISATA DI PROVINS! BANTEN.

Mengesabikan izin operasional Kantor Cabeny Penvelengpara
Perjaianan Ibadah Umrah PT. Babul Umrah Mandiri Wisata o
Provinsi Banten, Pimpinan Muhammad Affady, Alamat Jalan
Hartono Raya Rukb Modern Town Market Blok RD 01
Modemland Kota Tungerang.

Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrsh
sehagaimana  dimaksud pada diktum KESATU  hanys
melaksanakan Perjalanan thadah Umrah.

Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Urmrah PT
Babul Umrah Mandiri Wisala wajib mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Masa bevleku izin operasional Kantor Cabang Penyelenggara
Perjalanan [badsh Umrgh sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU selama 3 (oga) tahun, dan  dapat
diperpanjang kemball apabila memenuhi persvaratan sesuai
Ketentuan vang berlaku.
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Penigesshan  kembali lzin  operasional  Kantor Cabang
Penvelenggara  Perjalanan  Ibadah Umrah sebagaimana
dimaksud dalam dilium KEEMPAT dapat dilakukan dengan
mengajukan permobonan yang disampailkan kepada Kuritor
Wilayah Kementerian Agamu Provinsi Banten melalui Bidang
Penyelenggaraan Haji dan Umrah. paling lambat 3 {tiga] bulan
sebelum Keputusan ini berakhir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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